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ABSTRAK 

 

Nurul Inayah. 2021. Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Based Menggunakan Elektronik Bukti Potong 
(e-Bupot) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal. Program Studi: Diploma III 
Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Yeni Priatna Sari, S.E., 
M.Si, AK, CA; Pembimbing II: Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak. 
 

PT. Putera Menara Agung adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di 
bidang industri pemberantasan hama (formulasi) yang memproduksi obat anti 
nyamuk bakar. Untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, PT. Putera 
Menara Agung melakukan beberapa transaksi yang merupakan objek pemotongan 
PPh Pasal 23. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, 
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 serta implementasi e-Bupot pada PT. Putera 
Menara Agung dengan menggunakan data perhitungan PPh Pasal 23 bulan Agustus 
2020 sampai bulan Februari 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan 
data mengenai PPh Pasal 23 dari PT. Putera Menara Agung, kemudian di analisis 
kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk selanjutnya 
ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, 
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot pada PT. Putera 
Menara Agung sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. 
 
 
Kata Kunci :  PPh Pasal 23, Perhitungan PPh Pasal 23, Pelaporan PPh Pasal 23, e- 

Bupot 
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ABSTRACT 

 

Inayah, Nurul . 2021. The Analysis of Calculation, Payment and Report of Income 
Tax Article 23 Based on Web Based Use Withholding Proof Electronic (e-Bupot) 
at PT. Putera Menara Agung Tegal. Study Program: Accounting Associate Degree. 
Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Yeni Priatna Sari, S.E., M.Si, Ak, CA; Co-
Advisor: Fitri Amaliyah, S.E., M.Ak. 
 
 

PT. Putera Menara Agung is a manufacturing company that is engaged in 
the pest eradication industry (formulation) that produces mosquito coils. To 
support the company's operational activities, PT. Putera Menara Agung carried 
out several transactions which were the object of withholding Income Tax Article 
23. The purpose of this study was to find out how the process of the calculation, 
payment and report of income tax article 23 as well as the implementation of e-
Bupot at PT. Putera Menara Agung used the calculation of income tax article 23 
data from August 2020 to February 2021. The used data collection techniques were 
observation, interview, documentation and literature review. This study used a 
descriptive qualitative analysis method in which the researcher collected the data 
about income tax article 23 from PT. Putera Menara Agung, and then analyzed the 
compatibility of the data with the applicable tax regulation for further conclusions 
drawn. The result of this study indicated that the calculation, payment and report 
of income tax article 23 used e-Bupot at PT. Putera Menara Agung was compatible 
with the applicable tax regulations. 
 
 
Key Words: Income Tax Article 23, Calculation of Income Tax Article 23, Report 

of Income Tax Article 23, e-Bupot 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah 

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan 

dari pembagunan ekonomi Indonesia. Masyarakat yang adil artinya 

masyarakat bisa mendapatkan haknya tanpa suatu halangan apapun sehingga 

dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik, sedangkan masyarakat 

yang makmur berarti masyarakat dapat menentukan dan memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Wibisono (2016) [1] menyatakan bahwa terdapat 3 

(tiga) cara efektif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan ekonomi Indonesia tersebut. Ketiga cara tersebut adalah 

memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan masyarakat serta 

meningkatkan produktivitas dan daya saing. Salah satu instrumen kebijakan 

yang dapat membantu negara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui 

kebijakan fiskal. 

Wibisono (2016) [1] juga menyatakan kebutuhan belanja Indonesia 

tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.082,9 triliun serta pembiayaan untuk utang, 

investasi dan lainnya sejumlah Rp 296,7 triliun. Sementara itu, pendapatan 

negara hanya sebesar Rp 1.786,2 triliun yang berasal dari pajak, Bea dan 

Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Dari jumlah 

pendapatan tersebut lebih dari 75%  berasal dari pajak. Berdasarkan data yang 

disebutkan oleh Wibisono (2016) [1] di atas dapat disimpulkan bahwa  
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kelangsungan hidup negara Indonesia sangat bergantung pada pajak. Oleh 

karena itu, pemerintah tidak pernah luput untuk mengingatkan betapa 

pentingnya pajak serta mengharapkan kontribusi aktif dari seluruh lapisan 

masyarakat supaya tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dapat segera 

terwujud. 

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan 

peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 [2] pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, jenis pajak 

digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya 

dan lembaga pemungutnya. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah 

mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan Official 

Assessment System (dipakai saat era kolonial Belanda) menjadi Self 

Assessment System dimana kendali penentuan besarnya pajak yang terutang 

ada pada Wajib Pajak. Hingga saat ini, berdasarkan buku Mardiasmo (2016) 

[3] berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yakni Official 

Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding Assessment 

System. 



3 
 

 

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang menerapkan sistem 

pemungutan pajak Withholding Assessment System adalah Pajak Penghasilan 

Pasal 23 (PPh Pasal 23). Menurut Online Pajak (2016) [4] Pajak Penghasilan 

Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, 

penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong 

PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi 

antara pihak yang menerima penghasilan (pemberi jasa) dengan pihak yang 

memberi penghasilan (penerima jasa). Pihak pemberi penghasilan (penerima 

jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor 

pajak. 

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap entitas di 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah 

(Nugrahanto,2018) [5]. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan 

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT. SPT adalah laporan pajak 

yang disampaikan Wajib Pajak kepada pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pajak (Online Pajak,2016) [6]. SPT terbagi menjadi 2 (dua) kategori 

yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Pelaporan pajak dapat disampaikan secara 

langsung dengan mendatangi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar maupun 

dikirimkan melalui jasa ekspedisi. 

Untuk dapat melakukan pelaporan pajak, Wajib Pajak perlu 

melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terutang. Penentuan 

besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri maupun pihak 

ketiga yang melakukan pemotongan pajak. Pajak yang terutang dihitung 
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berdasarkan tarif dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Perhitungan 

PPh Pasal 23 sebelum bulan Mei 2019 dilakukan menggunakan aplikasi e-

SPT PPh 23/26 berbasis desktop based. Setelah dilakukan perhitungan, 

kemudian melakukan penyetoran atas besarnya PPh Pasal 23 yang terutang. 

Batas akhir penyetoran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. Penyetoran dapat dilakukan melalui Bank maupun kantor pos. 

PPh Pasal 23 termasuk dalam kategori SPT Masa dan pelaporannya maksimal 

dilakukan setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Pelaporan PPh 

Pasal 23 dapat dilakukan dengan mendatangi langsung KPP tempat Wajib 

Pajak terdaftar ataupun mengirimkannya melalui jasa ekspedisi. 

Memasuki era yang serba digital seperti sekarang ini, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi yang bertujuan untuk 

memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah 

satunya dengan meluncurkan aplikasi untuk melakukan perhitungan, 

penyetoran dan pelaporan pajak berbasis web. Aplikasi berbasis web (web 

based application) adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses menggunakan 

web browser melalui jaringan internet atau intranet (Hatmoko,2019) [7]. Sejak 

bulan September 2020, seluruh PKP di Indonesia yang merupakan pemotong 

PPh Pasal 23 mulai melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 

Pasal 23 menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui 

laman resmi DJP Online. Untuk dapat melakukan perhitungan, penyetoran 

dan pelaporan PPh Pasal 23 berbasis web, Wajib Pajak harus login ke DJP 

Online terlebih dahulu, kemudian pilih menu pra pelaporan (e-Bupot) untuk 
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melakukan perhitungan, selanjutnya membuat e-Billing untuk melakukan 

penyetoran, dan yang terakhir melakukan pelaporan secara online. 

Salah satu terobosan terbaru fasilitas pelayanan perpajakan yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Aplikasi Bukti 

Potong PPh 23/26 Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-Bupot 23/26. 

Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah peranti lunak yang disediakan di laman resmi 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang telah ditetapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat digunakan untuk membuat 

Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 

dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Jelantik,2021) [8]. 

Peluncuran e-Bupot 23/26 ini memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak, 

diantaranya adalah hemat waktu, dapat diakses kapan pun dan di mana pun, 

mudah dan real time, aman, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang 

sedang melanda Indonesia saat ini, pelaporan secara online dapat mengurangi 

rantai penyebaran Covid-19. 

Implementasi e-Bupot 23/26 dimulai sejak masa Mei 2019, namun 

tidak semua Wajib Pajak dapat mengakses fitur ini pada laman DJP Online. 

Hanya 1.745 Wajib Pajak yang terdaftar di beberapa KPP yang tercantum 

dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 

yang wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 

Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 ini. 
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Gambar 1.1 Wajib Pajak yang wajib e-Bupot PPh Pasal 23 Masa Mei 2019 

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

425/PJ/2019, pada tanggal 10 Agustus 2020 Direktorat Jenderal Pajak 

mengeluarkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 

23. Regulasi tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

368/PJ/2020 yang mengatur tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan 

Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan 

Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-04/PJ//2017. Isi regulasi tersebut menjelaskan bahwa per Masa 

September 2020 seluruh PKP yang terdaftar di KPP seluruh Indonesia wajib 

menggunakan e-Bupot dalam pembuatan Bukti Potong dan Penyampaian 

SPT Masa PPh Pasal 23/26. 
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PT. Putera Menara Agung merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang industri pemberantasan hama (formulasi) yang 

memproduksi obat anti nyamuk bakar. PT. Putera Menara Agung berlokasi 

di Jalan Flores No. 6 Mintaragen, Tegal Timur Kota Tegal. Perusahaan ini 

sudah berdiri sejak tahun 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak pada tahun 2011 dengan nomor pengukuhan PEM-

00745/WPJ.10/KP.0103/2011. Selain itu, PT. Putera Menara Agung juga 

telah terdaftar dalam Administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PEM-00744/WPJ.10/KP.0103/2011, 

dimana didalamnya tercantum salah satu kewajiban perpajakan dari PT. 

Putera Menara Agung yaitu PPh Pasal 23. Untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya, PT. Putera Menara Agung melakukan beberapa transaksi 

yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Diantaranya adalah jasa 

angkut pembelian, jasa pencetakan salah satu bahan kemas obat anti nyamuk 

bakar, jasa freight forwarding, jasa service kendaraan, jasa perbaikan mesin, 

peralatan dan jasa-jasa lainnya. 

Berlakunya regulasi baru ini mengharuskan PT. Putera Menara Agung 

beralih membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot 

yang dapat diakses melalui laman resmi DJP Online dari yang sebelumnya 

menggunakan aplikasi e-SPT PPh 23/26 berbasis desktop based. Terdapat 

beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 

menggunakan e-Bupot dengan e-SPT PPh 23/26. Sebagai contoh, saat akan 

membuat Bukti Potong melalui e-Bupot, Wajib Pajak harus terkoneksi 
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dengan internet karena aplikasi ini berbasis web based. Membutuhkan nomor 

dokumen pendukung atas transaksi yang dipotong PPh Pasal 23 serta 

sertifikat elektronik saat akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26. 

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Based 

Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera 

Menara Agung Tegal”. 

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 

di PT. Putera Menara Agung Tegal ? 

2. Bagaimana implementasi e-Bupot dalam pembuatan Bukti Potong dan 

penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 pada PT. Putera Menara Agung 

Tegal ? 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 

Pasal 23 di PT. Putera Menara Agung Tegal. 
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2. Untuk mengetahui implementasi e-Bupot dalam pembuatan Bukti 

Potong dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 pada PT. Putera 

Menara Agung Tegal. 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peneliti 

a. Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan jenjang Diploma 3 (DIII) program studi Akuntansi pada 

Politeknik Harapan Bersama. 

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan 

khususnya implementasi pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan 

manufaktur menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. 

2. Bagi PT. Putera Menara Agung 

Sebagai panduan dan referensi bagi PT. Putera Menara Agung dalam 

proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 

menggunakan aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot). 

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama 

Sebagai sumber pustaka bagi perpustakaan dan juga acuan atau referensi 

bagi adik-adik tingkat yang akan menyusun proposal tugas akhir nantinya, 

khususnya mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 

23 pada perusahaan manufaktur menggunakan aplikasi Elektronik Bukti 

Potong (e-Bupot). 
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 Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini 

yaitu data yang diambil hanya data perhitungan, penyetoran dan pelaporan 

PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung periode Agustus 2020 sampai dengan 

Februari 2021 yang telah menggunakan aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-

Bupot) dalam pembuatan Bukti Potong dan penyampaian SPT Masa-nya. 

 Kerangka Berpikir 

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara 

Agung sebelum masa Agustus 2020 masih menggunakan aplikasi yang 

berbasis desktop based yaitu e-SPT PPh 23/26. Kemudian beralih 

menggunakan aplikasi yang berbasis web based yaitu Elektronik Bukti 

Potong (e-Bupot) 23/26 per Masa Agustus 2020 disebabkan oleh berlakunya 

regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni KEP-

368/PJ/2020 dimana seluruh PKP yang merupakan pemotong PPh Pasal 23 

wajib menggunakan e-Bupot 23/26 dalam pembuatan Bukti Potong dan 

penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26. Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

23/26 merupakan peranti lunak atau fitur layanan perpajakan yang tergolong 

baru bagi PT. Putera Menara Agung, maka dalam mekanisme penggunaanya 

diperlukan strategi pemecahan masalah dengan berdasar pada UU PPh Pasal 

23, dimana untuk perhitungan PPh Pasal 23 harus sesuai Pasal 23 UU No. 36 

Tahun 2008 dan untuk pelaporannya harus sesuai dengan PER-04/PJ/2017 

dan KEP-368/PJ/2020. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh adalah data 
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dari hasil observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

apakah perusahaan sudah melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan 

PPh Pasal 23 sesuai regulasi perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan 

penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir 

 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar 

mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada 

Analisis Data: 
Analisis deskriptif kualitatif. 

Permasalahan: 
Peralihan 
pembuatan 
Bukti Potong 
PPh Pasal 23 
yang semula 
menggunakan 
e-SPT PPh 
23/26 menjadi 
Elektronik 
Bukti Potong 
(e-Bupot) 
23/26. 

Strategi Pemecahan 
Masalah: 
Strategi pemecahan 
masalah dengan 
berdasar pada Pasal 
23 UU No. 36 Tahun 
2008 untuk 
perhitungan PPh 
Pasal 23, dan PER-
04/PJ/2017; KEP-
368/PJ/2020 untuk 
pelaporan PPh Pasal 
23/26. 

Rumusan Masalah:  
1. Bagaimana proses 

perhitungan, penyetoran 
dan pelaporan PPh Pasal 
23 di PT. Putera Menara 
Agung Tegal ? 

2. Bagaimana implementasi 
e-Bupot dalam pembuatan 
Bukti Potong dan 
penyampaian SPT Masa 
PPh Pasal 23/26 pada PT. 
Putera Menara Agung 
Tegal ? 

Kesimpulan:  
Perhitungan, penyetoran,  dan 
pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. 
Putera Menara Agung Tegal 
dengan menggunakan e-Bupot 
23/26 sudah sesuai dengan 
regulasi perpajakan yang berlaku 
atau belum. 

Umpan Balik 
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pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman 

pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan 

akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, 

intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. 

Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca 

dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat. 

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang berasal dari berbagai buku, literatur dan 

artikel yang akan digunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan 

alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan 
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data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil 

penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat 

berguna bagi perusahaan. 

3. Bagian Akhir, terdiri dari: 

 DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literatur, artikel 

yang berkaitan dengan penelitian. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi data yang mendukung penelitian Tugas 

Akhir secara lengkap. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 [2] pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Pandiangan (2013 : 4) [9] pajak adalah pembayaran atau 

pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang dimiliki 

oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan 

Undang-Undang, sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi 

masyarakat dalam negara, namun pembayarnya tidak mendapat suatu 

balas jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai tugas 

negara demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut P.J.A. Andriani (dalam Pandiangan 2013 : 3) [9] pajak 

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan  
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yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Dari uraian mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh 

para ahli di atas, maka peneliti mendefinisikan pajak sebagai iuran 

wajib dari masyarakat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan 

berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membiayai 

keperluan negara namun imbalan atau kontra-prestasi tidak bisa 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak menurut Halim, dkk. (2014 : 4) 

[10] yaitu: 

1. Fungsi Anggaran (Bugdetair) 

Pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pemasukan 

negara. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu sumber utama 

pemasukan yang diandalkan Pemerintah untuk digunakan baik 

dalam pengeluaran rutin maupun pembangunan nasional.  

Contoh: pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam APBN. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat pengatur bagi masyarakat atau pelaksanaan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. 

Contoh: 
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a. Memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan 

investasi dalam negeri. 

b. Pengenaan tarif pajak yang tinggi atas minuman keras dengan 

maksud untuk mengurangi konsumsi minuman keras oleh 

masyarakat. 

c. Pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk 

mendorong meningkatnya kegiatan ekspor produk dalam 

negeri. 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Ada 3 (tiga) jenis pengelompokan pajak seperti yang 

dikemukakan oleh Mardiasmo (2016 : 7-8) [3] yaitu: 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh Wajib 

Pajak sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dipindahkan atau 

dibebankan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dilihat berdasarkan 

subjeknya atau dalam kata lain pajak yang dikenakan 

memerhatikan kondisi Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 



17 
 

 
 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dilihat berdasarkan objeknya 

atau dalam kata lain pajak yang dikenakan tidak memerhatikan 

kondisi dari Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) dan Bea Meterai. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. 

Pajak daerah terdiri dari: 

1) Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Saat ini di Indonesia berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemungutan 

pajak. Berikut 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak menurut Halim, 

dkk. (2014 : 7) [10]: 
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1. Official Assessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana Pemerintah (fiskus) 

memegang kendali penuh atas penentuan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri Official Assessment System: 

a. Kendali penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada 

Pemerintah (fiskus). 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Hutang pajak timbul setelah Pemerintah (fiskus) 

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. 

2. Self Assessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang 

terutang ditentukan sendiri oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri Self Assessment System: 

a. Kendali penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada 

Wajib Pajak. 

b. Wajib Pajak bersifat aktif. 

c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Withholding Assessment System 

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang 

terutang ditentukan oleh pihak ketiga bukan Pemerintah (Fiskus) 

ataupun Wajib Pajak yang bersangkutan. 
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Ciri-ciri Withholding Assessment System adalah kendali 

penentuan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. 

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016 : 9) [3] asas pemungutan pajak dibagi 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Asas domisili 

Yang memiliki arti bahwa Negara mempunyai hak untuk 

mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal 

dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber 

Yang memiliki arti bahwa Negara mempunyai hak untuk 

mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak 

tersebut. 

3. Asas kebangsaan 

Yang memiliki arti bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaaan suatu negara. 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang 

sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, yang 
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digunakan untuk membiayai keperluan negara namun imbalan atau 

kontra-prestasi tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Sedangkan penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 [11] adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Sehingga Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah 

penghasilan yang diterima selama satu tahun (Online Pajak,2018) [12]. 

Ketentuan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 [11] yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah: 

1. Orang pribadi; 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 

3. Badan; dan 

4. Bentuk Usaha Tetap. 
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Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 [11] juga menyebutkan bahwa subjek pajak penghasilan 

dibedakan menjadi 2 (dua) yakni subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri. Pembagian subjek pajak tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: 

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada 

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia; 

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria: 

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan; 

b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 
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d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara; dan 

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah: 

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

dan 

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 
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2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 [11] yang termasuk objek pajak penghasilan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam 

bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 

ini; 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya; 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; 
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d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 

keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro 

dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
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11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 

belum dikenakan pajak; 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan; dan  

19. Surplus Bank Indonesia. 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1 Pengertian PPh Pasal 23 

Menurut Online Pajak (2016) [4] PPh pasal 23 adalah pajak 

yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau 

hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara 

dua belah pihak, dimana pihak yang menerima penghasilan (pemberi 

jasa) akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan 
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(penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 

tersebut kepada kantor pajak. 

2.3.2 Dasar Hukum PPh Pasal 23 

Menurut Priantara (dalam Setiadi dan Akhadi 2017) [13] dasar 

hukum PPh Pasal 23 yakni sebagai berikut: 

1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang 

penghasilan atas jenis jasa keuangan yang dilakukan oleh Badan 

Usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang tidak dilakukan pemotong PPh pasal 23. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang 

jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) 

Huruf c Angka 2 UU PPh. 

2.3.3 Pemotong PPh Pasal 23 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) [14] pemotong PPh 

Pasal 23 adalah: 

1. Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya. 

2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh 

Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 
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Pasal 23 (harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang 

diterbitkan oleh Kepala KPP), yaitu: 

a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte 

Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, 

Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan. 

2.3.4 Objek dan Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23 

1. Objek pemotongan PPh Pasal 23 

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 [11] yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah: 

a. Dividen 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang. 

c. Royalti 

d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21. 

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan pasal 

4 ayat (2) UU PPh. 
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f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 UU PPh. 

Jasa lain yang dimaksud di atas terdiri dari: 

1) Jasa penilai (appraisal); 

2) Jasa aktuaris; 

3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

4) Jasa hukum; 

5) Jasa arsitektur; 

6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 

7) Jasa perancang (design); 

8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan 

gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha 

tetap; 

9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan 

minyak dan gas bumi (migas); 

10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha 

panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 

11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

12) Jasa penebangan hutan; 

13) Jasa pengolahan limbah; 
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14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing 

services); 

15) Jasa perantara/keagenan; 

16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); 

17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan 

oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 

18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

19) Jasa mixing film; 

20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, 

klise, banner, pamphlet, baliho dan folder; 

21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem 

komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

23) Jasa internet termasuk sambungannya; 

24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, 

informasi, dan/atau program; 

25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan 

mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi; 
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26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, 

listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, 

selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya 

di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi; 

27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut 

dan udara; 

28) Jasa maklon; 

29) Jasa penyelidikan dan keamanan; 

30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

31) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, 

media luar ruang atau media lain untuk penyampaian 

informasi, dan/atau jasa periklanan; 

32) Jasa pembasmian hama; 

33) Jasa kebersihan atau cleaning service; 

34) Jasa sedot septic tank; 

35) Jasa pemeliharaan kolam; 

36) Jasa katering atau tata boga; 

37) Jasa freight forwarding; 

38) Jasa logistik; 

39) Jasa pengurusan dokumen; 

40) Jasa pengepakan; 

41) Jasa loading dan unloading; 
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42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan 

oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian 

akademis; 

43) Jasa pengelolaan parkir; 

44) Jasa penyondiran tanah; 

45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 

46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

47) Jasa pemeliharaan tanaman; 

48) Jasa pemanenan; 

49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan, dan/atau perhutanan; 

50) Jasa dekorasi; 

51) Jasa pencetakan/penerbitan; 

52) Jasa penerjemahan; 

53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

54) Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

56) Jasa pengelolaan penitipan anak; 

57) Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ATM; 

59) Jasa sertifikasi; 

60) Jasa survey; 
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61) Jasa tester, dan 

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2.3.5 Tarif PPh Pasal 23 

Tarif PPh Pasal 23 berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak 

(2020) [15] adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 23 

No Uraian Tarif 

1 Dividen 15% 

2 Bunga 15% 

3 Royalti 15% 

4 
Hadiah dan penghargaan selain yang 
telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) 
huruf e 

15% 

5 Sewa dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta 

2% 

6 Jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain 

2% 

Sumber : https://www.pajak.go.id/ 

Apabila Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka tarif yang 

dikenakan menjadi 100% lebih tinggi. 

2.3.6 Perhitungan PPh Pasal 23 

Adapun cara menghitung PPh Pasal 23 yang terutang adalah 

dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 PPh Pasal 23 Terutang = Tarif X Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN) 
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2.3.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 

Menurut Widyaningsih (dalam Setiadi dan Akhadi 2017) [13] 

saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai 

berikut: 

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran 

atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. 

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong 

PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh 

tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari 

libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau 

penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Pembayaran atau penyetoran pajak harus dilakukan dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi 

lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP 

dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah 

Kantor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan 

sebagai tempat pembayaran pajak. 
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3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) 

hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus 

memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan 

yang dibebani PPh yang dipotong. 

2.4 Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

2.4.1 Pengertian Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) adalah peranti lunak yang 

disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau 

saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, 

membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 

dalam bentuk dokumen elektronik (Jelantik,2021) [8]. 

2.4.2 Dasar Hukum Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

Dasar hukum Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) menurut 

Sigit (2020) [16] yakni sebagai berikut: 

1. PER – 04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan 

Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 

23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26; 

2. KEP – 178/PJ/2017 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan 

Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 
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Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER – 04/PJ/2017; 

3. KEP – 178/PJ/2018 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan 

Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER – 04/PJ/2017; 

4. KEP – 425/PJ/2019 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan 

Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER – 04/PJ/2017; 

5. KEP – 368/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan 

Dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 

Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER – 04/PJ/2017. 

2.4.3 Syarat Untuk Menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

Sebelum Wajib Pajak mulai menggunakan Elektronik Bukti 

Potong (e-Bupot) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: 

1. EFIN (Electronic Filing Indentification Number) 

Wajib Pajak yang ingin menggunakan Elektronik Bukti 

Potong (e-Bupot) harus sudah memiliki EFIN yang aktif. 
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Berdasarkan pasal 1 ayat (31) Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER – 04/PJ/2020 [17] EFIN (Electronic Filing 

Indentification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk 

melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

Untuk mendapatkan dan mengaktifkan EFIN Wajib Pajak harus 

mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP tempat Wajib 

Pajak terdaftar secara langsung. Pengajuan tidak dapat 

diwakilkan. Proses aktivasi EFIN adalah 1 hari kerja. 

2. Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) 

Untuk dapat melakukan pelaporan PPh Pasal 23 

menggunakan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Wajib Pajak 

harus memiliki sertifikat elektronik. Menurut pasal 1 ayat (49) 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2020 [17] 

sertifikat elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang 

bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan 

identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam 

transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Wajib Pajak dapat 

memperoleh sertifikat elektronik dengan melakukan pengajuan 

kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar baik secara elektronik 

ataupun tertulis. 
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2.4.4 Manfaat Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

Berikut 6 (enam) manfaat Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

bagi Wajib Pajak menurut Maulida (2020) [18]: 

1. Hemat waktu 

Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantre dan membuang 

banyak waktu untuk membuat Bukti Potong dan melaporkan PPh 

Pasal 23 karena pembuatan Bukti Potong dan pelaporan PPh Pasal 

23 dapat dilakukan dengan mudah dan cepat menggunakan 

aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot). 

2. Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 

Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) merupakan aplikasi 

yang berbasis web (web based) sehingga pembuatan Bukti Potong 

dan pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja karena bisa diakses melalui web browser dengan 

menggunakan laptop, smartphone atau bahkan komputer PC. 

3. Mudah dan real time 

Proses yang mudah dan real time dalam pelaporan PPh 

Pasal 23 mengakibatkan kemungkinan potensi keterlambatan 

dalam pelaporan PPh Pasal 23 menjadi lebih kecil. 

4. Aman 

Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibuat akan 

tersimpan dengan aman dalam sistem administrasi resmi yang 

dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. 



38 
 

 
 

5. Tanda tangan elektronik 

Bukti Potong yang dihasilkan memiliki tanda tangan 

elektronik sehingga tidak perlu lagi tanda tangan basah dan cap 

perusahaan dari pemotong. 

6. Memutus rantai penyebaran Covid-19 

Hadirnya Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) sangat 

membantu Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

terkait PPh Pasal 23 di tengah pandemi ini, karena pelaporannya 

yang secara online sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang 

langsung ke KPP untuk melaporkan PPh Pasal 23. 

2.4.5 Alur Penggunaan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 

Berikut adalah alur penggunaan dari Elektronik Bukti Potong 

(e-Bupot): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur penggunaan Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 

No Nama Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Setiadi, M.D., 

dan Akhadi, I. 

(2017) 

“Perhitungan, 

Penyetoran, 

Pelaporan dan 

Pencatatan PPh 

Pasal 23 Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Berada di 

Karawang” 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Analisis 

Deskriptif 

Prosedur 

perhitungan, 

penyetoran dan 

pelaporan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan telah 

sesuai dengan 

UU No. 36 

Tahun 2008, 

serta pencatatan 

yang dilakukan 

telah sesuai 

dengan prinsip 

akuntansi yang 

berlaku secara 

umum. 

2  Sihombing, L., 

dan Jaya, H. 

(2020) 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Perhtiungan, 

penyetoran dan 

pelaporan pajak 
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“Analisis 

Perhitungan, 

Pemotongan, 

dan Pelaporan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

PT. Louisz 

International” 

PT. Louisz 

International 

Analisis 

Deskriptif dan 

Analisis 

Komparatif 

penghasilan 

pasal 23 telah 

dilaksanakan 

PT. Louisz 

International 

sesuai dengan 

UU No. 36 

Tahun 2008, 

walaupun dari 

pihak internal 

PT. Louisz 

International 

sebagai 

pemotong pajak 

masih terdapat 

beberapa 

kesalahan baik 

dari 

penginputan, 

pengenaan tarif 

maupun 

keterlambatan 
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pembayaran dan 

pelaporan. 

3 Walandouw, P. 

(2013) 

“Analisis 

Perhitungan 

dan Pelaporan 

PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 

25” 

PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 

25 pada CV. 

Mitra Jaya 

Lestari 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Analisis 

Deskriptif 

Perhitungan PPh 

Pasal 23 dan PPh 

Pasal 25 yang 

dilakukan CV. 

Mitra Jaya 

Lestari telah 

sesuai dengan 

Undang-Undang 

Pajak 

Penghasilan 

yang berlaku. 

4 Arief, M. 

(2019) 

“Analisis 

Perhitungan 

dan Pelaporan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

PT. Perkebunan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 Pada 

PT. 

Perkebunana 

Nusantara IV 

Medan 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Analisis 

Deskriptif 

Perhitungan dan 

pelaporan pajak 

penghasilan 

pasal 23 sudah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku yaitu 

UU No. 36 



42 
 

 
 

Nusantara IV 

Medan” 

Tahun 2008 

Pasal 23. 

5 Hastika, N.G. 

(2019) 

“Keabsahan 

Elektronik 

Bukti 

Pemotongan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 

Undang-

Undang Nomor 

36 Tahun 2008 

Tentang Pajak 

Penghasilan” 

Bukti 

Pemotongan 

Pajak 

Penghasilan 

Pasal 23 

Elektronik 

Metode 

penelitian 

yuridis 

normatif yaitu 

pendekatan 

melalui 

perundang-

undangan dan 

konsep 

belum ada aturan 

yang mengatur 

penjatuhan 

sanksi 

administratif 

dan/atau pidana 

kepada Wajib 

Pajak Pemotong 

yang tidak 

memberikan 

Bukti Potong 

kepada Wajib 

Pajak yang 

dipotong PPh 

pasal 23 nya. 

Disamping itu 

hukum acara 

pajak juga belum 

mengakomodir 

pembuktian 

secara 
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elektronik, yang 

artinya 

bertentangan 

dengan salah 

satu tujuan 

hukum yakni 

memberikan 

kepastian 

hukum. Oleh 

karena itu, ini 

hal menarik agar 

dapat diusulkan 

dalam 

Rancangan 

perubahan 

Undang-Undang 

Ketentuan 

Umum dan Tata 

Cara Perpajakan 

yang baru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat pada PT. Putera Menara Agung yang 

beralamat di Jalan Flores No. 6 RT 7 RW 10 Mintaragen, Tegal Timur, Kota 

Tegal. 

3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal 

1 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005 : 134) [19] yaitu data dalam 

bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan 

karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian 

ini seperti peraturan perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 23. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2005 : 135) [19] yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan 

pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung. 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer menurut Suliyanto (2005 : 131) [19] adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data perhitungan 

PPh Pasal 23 dan lampiran SPT Masa PPh Pasal 23 PT. Putera Menara 

Agung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Suliyanto (2005 : 132) [19] adalah data 

yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku, 

jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil sosialisasi Elektronik Bukti 

Potong dari KPP Madya Semarang dan artikel dari internet yang berkaitan 

dengan penyusunan Tugas Akhir ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi menurut Sugiyono (2012 : 145) [20] yaitu teknik 

pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, 
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gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. Putera 

Menara Agung  dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Suliyanto (2005 : 137) [19] yaitu teknik 

pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden 

untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti  

melakukan tanya jawab secara langsung dengan Staff Akuntansi PT. 

Putera Menara Agung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Dokumentasi 

Menurut Suwartono (2014 : 73) [21] dokumentasi atau arsip 

merupakan rekaman yang memang sengaja dipersiapkan oleh atau untuk 

pribadi atau lembaga guna penelusuran suatu peristiwa atau penyelidikan. 

Dokumentasi atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini seperti data 

perhitungan PPh Pasal 23, SPT Induk PPh Pasal 23, Bukti Potong dan 

kode billing PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung. 

4. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2012 : 291) [20] studi pustaka merupakan 

kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan 

norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi 



47 
 

 
 

kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini 

dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. 

3.6 Metode Analisis Data 

Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data dari PT. Putera 

Menara Agung berupa data mengenai pemotongan PPh pasal 23, untuk 

kemudian di analisis kesesuaian data tersebut dengan regulasi perpajakan 

yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017 : 8) [22] metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi objek yang alamiah (natural setting). Obyek yang alamiah 

adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. 

Sedangkan menurut Setiadi dan Akhadi (2017) [13] metode penelitian 

deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan fakta dan 

bukti dari objek yang diteliti, kemudian di analisis untuk dapat ditarik 

kesimpulan guna menjawab permasalahan dari penelitian.  

Terdapat 4 (empat) tahapan yang saling berkaitan satu sama lain 

dalam metode analisis data kualitatif menurut Rijali (2018) [23]. Secara 

berurutan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dari tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Cara 

tersebut antara lain melalui observasi atau pengamatan, wawancara 

dengan narasumber serta pengkajian dokumen. 

2. Reduksi data 

Setelah semua data penelitian terkumpul, tahap selanjutnya yang 

dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data 

meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat 

kelompok-kelompok. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi secara 

ketat atas data yang telah dikumpulkan, kemudian membuat ringkasan 

dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. 

3. Penyajian data 

Data yang telah diringkas dan digolongkan melalui tahap reduksi data, 

kemudian akan disajikan baik dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, 

bagan atau tabel guna memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. 

4. Simpulan atau penarikan kesimpulan 

Setelah ketiga tahap tersebut di atas terlampaui, tahap selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi 

penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang digunakan untuk 

memaparkan kesimpulan harus jelas dan mudah dipahami. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis 

4.1.1 Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada 

PT. Putera Menara Agung 

A. Analisis Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung 

Perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang dilakukan dengan 

mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto. Adapun rumus 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

  

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008, tarif PPh Pasal 23 yang berlaku saat ini yakni 15% (lima belas 

persen) untuk transaksi atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan 2% 

(dua persen) untuk transaksi atas jasa-jasa. Apabila pihak lawan 

transaksi tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka 

tarif yang dikenakan 100% (seratus persen) lebih tinggi.  

Berikut tabel data perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera 

Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 

2021: 

 
 
 
 
 
 

PPh Pasal 23 Terutang = Tarif X Penghasilan Bruto 
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Tabel 4.1 Data Perhitugan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung 
bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 

Bulan 
Penghasilan 

Bruto Tarif  
PPh Pasal 23 

Yang Dipotong 
Agustus 2020 260.986.000 2% 5.219.720 

September 2020 391.816.806 2% 7.836.332 

Oktober 2020 156.521.800 2% 3.130.436 

November 2020 176.650.000 2% 3.533.000 

Desember 2020 287.646.407 2% 5.752.925 

Januari 2021 149.976.350 2% 2.999.527 

Februari 2021   66.527.890 2% 1.330.557 

Sumber: (data diolah, 2021) 

B. Analisis Penyetoran PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 [24] disebutkan bahwa PPh 

Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling 

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak 

berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan 

hari libur, maka penyetoran pajak dapat dilakukan maksimal 1 (satu) 

hari setelahnya. Penyetoran dapat dilakukan melalui loket atau 

layanan teller yang ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun 

melalui Bank Persepsi/Kantor Pos Persepsi. Untuk PT. Putera 

Menara Agung penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan melalui  Bank 

Persepsi. 

Berikut tabel data penyetoran PPh Pasal 23  pada PT. Putera 

Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 

2021: 
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Tabel 4.2 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung 
bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 

Bulan 
PPh Pasal 23 Yang 

Akan Disetor 
Tanggal 

Penyetoran 
Agustus 2020 5.219.720   8 September 2020 

September 2020 7.836.332   9 Oktober 2020 

Oktober 2020 3.130.436 10 November 2020 

November 2020 3.533.000 10 Desember 2020 

Desember 2020 5.752.925 30 Desember 2020 

Januari 2021 2.999.527   9 Februari 2021 

Februari 2021 1.330.557 10 Maret 2021 

Sumber: (data diolah, 2021) 

Untuk penyetoran bulan Desember 2020 dilakukan lebih cepat 

karena merupakan akhir tahun tutup buku sehingga tidak ada hutang 

pajak yang tersisa. 

C. Analisis Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Putera Menara Agung 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017 [25] setiap pemotong pajak wajib 

mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat 

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula SPT Masa PPh Pasal 

23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) terdiri dari Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, 
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daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta daftar 

Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti 

Pemindahbukuan untuk penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 

Pelaporan paling lambat dilakukan tanggal 20 (dua puluh) bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

Berikut tabel data pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera 

Menara Agung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 

2021: 

Tabel 4.3 Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Putera Menara Agung 
bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 

Bulan PPh Pasal 23 
Yang Dipotong 

Tanggal Pelaporan 

Agustus 2020 5.219.720 18 September 2020 

September 2020 7.836.332 14 Oktober 2020 

Oktober 2020 3.130.436 14 November 2020 

November 2020 3.533.000 15 Desember 2020 

Desember 2020 5.752.925   4 Januari 2021 

Januari 2021 2.999.527 16 Februari 2021 

Februari 2021 1.330.557 13 Maret 2021 

Sumber: (data diolah, 2021) 

4.1.2 Analisis Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. 

Putera Menara Agung 

Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung dimulai 

sejak tanggal 1 September 2020. Hal ini sesuai dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak nomor KEP – 368/PJ/2020 yang isinya 

memaparkan bahwa per September 2020 setiap PKP (Pengusaha Kena 

Pajak) di seluruh Indonesia harus menggunakan e-Bupot dalam 
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pembuatan Bukti Potong, SPT Induk dan penyampaian SPT Masa PPh 

Pasal 23. Untuk mengakses aplikasi e-Bupot diperlukan koneksi internet 

karena e-Bupot ini merupakan aplikasi berbasis web. Bukti Potong dan 

SPT Induk yang telah dibuat menggunakan e-Bupot tidak memerlukan 

tanda tangan basah dan cap perusahaan kembali karena penandatanganan 

sudah secara elektronik yakni menggunakan QR Code.  

Adapun contoh Bukti Potong dan SPT Induk yang telah dibuat 

melalui e-Bupot adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 23 



54 
 

 
 

 
Gambar 4.2 SPT Induk PPh Pasal 23 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. 

Putera Menara Agung 

Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung dari 

masa pajak Agustus 2020 sampai dengan masa pajak Februari 2021, telah 

sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Putera Menara Agung 

lebih sering menggunakan tarif 2% (dua persen). Hal ini disebabkan oleh 

transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Putera 

Menara Agung hanya berupa sewa dan penghasilan sehubungan dengan 

penggunaan harta serta jasa-jasa. Sebagai contoh, berdasarkan data 

perhitungan PPh Pasal 23 bulan November 2020 transaksi yang menjadi 

objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah jasa pencetakan, jasa freight 

forwarding, jasa perawatan/perbaikan mesin, jasa perawatan/perbaikan 

kendaraan dan jasa pengolahan limbah. 

Adapun proses perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara 

Agung adalah sebagai berikut: 

1. Adm. Keluar Kas melakukan identifikasi apakah transaksi yang akan 

dilakukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau bukan. 

2. Jika merupakan objek pemotongan, maka langkah selanjutnya 

adalah penentuan tarif. 

3. Setelah mengetahui tarif yang akan digunakan, kemudian 

menghitung besarnya PPh Pasal 23 yang terutang dengan cara 
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mengalikan tarif dengan penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP). 

4. Kemudian Adm. Keluar Kas akan memberikan copy dokumen 

pendukung atas transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23 tersebut 

kepada Adm. Akuntansi. 

5. Adm. Akuntansi akan mencatat dokumen tersebut ke dalam 

rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 23. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alur seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Diagram Alur Proses Perhitungan PPh Pasal 23 
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Untuk penyetoran PPh Pasal 23 masa pajak Agustus 2020 sampai 

dengan masa pajak Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung juga 

telah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, yakni disetorkan 

sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau maksimal 

penyetoran tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak 

berakhir. Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara Agung 

dilakukan melalui Bank Persepsi dengan menggunakan kode billing 

elektronik (e-Billing). Kode billing elektronik (e-Billing) dapat dibuat 

melalui aplikasi e-Bupot yang bisa diakses pada laman web DJP Online. 

Adapun proses penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara 

Agung adalah sebagai berikut: 

1. Adm. Akuntansi akan membuat kode billing elektronik (e-Billing) 

dengan login ke akun DJP Online. 

2. Setelah berhasil login, pilih menu Lapor > Pra Pelaporan > e-Bupot. 

3. Selanjutnya pilih menu SPT Masa PPh > Perekaman Bukti 

Penyetoran. 

4. Kemudian pilih tahun dan masa pajak yang akan dibuat kode 

billingnya. 

5. Selanjutnya sistem akan menampilkan jumlah PPh yang dipotong, 

kode jenis setoran, jenis pajak dan kode objek pajak. Pastikan data 

yang ditampilkan telah sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 23 yang 

telah dibuat sebelumnya. Jika sudah benar pilih buat kode billing. 
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6. Terakhir cetak kode billing tersebut untuk dilakukan penyetoran oleh 

Adm. Keluar Kas melalui Bank. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alur seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Alur Proses Penyetoran PPh Pasal 23 
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maksimal tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak 

berakhir, dan dilakukan melalui aplikasi e-Bupot sesuai dengan PER –  

04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020.  Kendala yang sering dialami PT. 

Putera Menara Agung dalam pelaporan PPh Pasal 23 adalah website DJP 

Online yang error terutama mendekati batas akhir pelaporan pajak. Oleh 

karena itu,  Adm. Akuntansi akan melaporkan PPh Pasal 23 lebih cepat 

untuk menghindari server DJP Online down karena terlalu banyak yang 

mengakses pada waktu yang bersamaan. 

Adapun Proses pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera Menara 

Agung adalah sebagai berikut: 

1. Adm. Akuntansi akan menerima bukti setor dari Adm. Keluar Kas 

yang memuat NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara). 

2. Kemudian Adm. Akuntansi akan menginput bukti setor tersebut ke 

dalam aplikasi e-Bupot. 

3. Setelah itu posting SPT. 

4. Selanjutnya lengkapi SPT sebelum SPT dikirimkan, dengan 

mengecek apakah bukti setor yang di input sudah terekam ke dalam 

SPT atau belum, kemudian pilih penandatangan SPT. 

5. Jika sudah lengkap, lanjut kirim SPT dengan melampirkan sertifikat 

elektronik. 

6. Setelah itu kirim Bukti Potong melalui e-mail kepada lawan 

transaksi yang telah dipotong PPh Pasal 23. Hal ini bisa dilakukan 

melalui aplikasi e-Bupot. 
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7. Terakhir cetak SPT Induk, bukti  potong dan Bukti Penerimaan 

Elektronik (BPE) untuk diarsip. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alur seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Alur Proses Pelaporan PPh Pasal 23 
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4.2.2 Implementasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot) Pada PT. Putera 

Menara Agung 

Pemotongan  PPh Pasal 23 bulan Agustus 2020 sampai dengan 

bulan Februari 2021 pada PT. Putera Menara Agung  sudah dilakukan 

melalui aplikasi e-Bupot.  Baik dari pembuatan Bukti Potong, kode 

billing elektronik (e-Billing), SPT Induk dan pelaporannya sudah 

dilakukan melalui aplikasi e-Bupot. Proses perekaman Bukti Potong PPh 

Pasal 23 menggunakan e-Bupot berbeda dengan e-SPT PPh 23/26. 

Dalam perekaman Bukti Potong PPh Pasal 23 melalui e-Bupot 

diperlukan 4 (empat) kelompok data yang harus diinput, antara lain: 

1. Indentitas Wajib Pajak yang dipotong. 

2. Dokumen pendukung dasar pemotongan, yang dapat berupa Faktur 

Pajak, invoice, pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, 

Akta Perikatan, Akta RUPS dan Surat Pernyataan.  

3. Pajak penghasilan yang dipotong,  yang terdiri dari pemilihan kode 

objek pajak dan pengisian jumlah penghasilan bruto yang menjadi 

dasar pemotongan pajak. Untuk tarif PPh Pasal 23 akan otomatis terisi 

mengikuti kode objek yang dipilih sebelumnya. Jumlah PPh Pasal 23 

yang dipotong akan terhitung secara otomatis apabila pilihan Hitung 

dipilih. 

4. Identitas pemotong pajak yang berisi data NPWP (Nomor Pokok 

Wajib Pajak) dan nama pemotong pajak yang sebelumnya sudah 

ditetapkan terlebih dahulu pada menu pengaturan penandatangan. 
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Empat kelompok data tersebut di atas harus selalu diinput setiap 

kali akan merekam Bukti Potong PPh Pasal 23. Hal ini akan menyulitkan 

Adm. Akuntansi apabila tidak memiliki rekapitulasi data yang memuat 4 

(empat) data tersebut terutama data identitas Wajib Pajak yang dipotong 

dan dokumen pendukung dasar pemotongan. Oleh karena itu, sejak PT. 

Putera Menara Agung mulai menggunakan e-Bupot, Adm. Akuntansi 

membuatkan suatu rekapitulasi data menggunakan aplikasi spreadsheet 

yang memuat 4 (empat) kelompok data di atas. 

Sebelum e-Bupot mulai diimplementasikan, pembuatan kode 

billing elektronik untuk PPh Pasal 23 dilakukan melalui website DJP 

Online pada menu Bayar > e-Billing. Kesalahan yang sering terjadi saat 

pembuatan kode billing elektronik antara lain salah masa pajak, kode 

jenis setoran ataupun jumlah PPh yang terutang. Untuk menghindari 

kesalahan tersebut PT. Putera Menara Agung membuat kode billing 

elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot. Pada aplikasi e-Bupot kode 

billing elektronik akan terbuat secara otomatis sesuai dengan bukti 

potong yang telah direkam. 

Sedangkan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 melalui 

e-Bupot yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Elektronik dan 

passphrase-nya. Pastikan Sertifikat Elektronik yang diupload merupakan 

sertifikat yang masih berlaku dan passphrase yang diinput sudah benar, 

jika salah maka penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 tidak akan 

terkirim. Selain itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil baik saat akan 
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merekam Bukti Potong, membuat kode billing elektronik, maupun saat 

akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23.  

Apabila saat proses perekaman Bukti Potong koneksi internet 

tidak stabil, maka Bukti Potong yang terekam bisa rangkap atau terekam 

2 (dua) kali. Saat hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah 

membetulkan salah satu Bukti Potong yang terekam untuk kedua kalinya 

tersebut. Jangan dihapus karena dapat mengakibatkan nomor Bukti 

Potong tidak berurutan. Bukti Potong yang sudah dihapus, nomornya 

tidak akan bisa digunakan kembali, karena penomoran Bukti Potong pada 

e-Bupot sudah tersistem. Sebagai contoh, Bukti Potong nomor 033 dan 

034 merekam pemotongan PPh Pasal 23 dengan Lawan Transaksi yang 

sama dikarenakan koneksi internet yang tidak stabil. Bukti Potong 

dengan nomor 034 tidak perlu dihapus, cukup dibetulkan dengan 

menggantinya ke Lawan Transaksi berikutnya. Apabila terhapus, maka 

setelah Bukti Potong nomor 033 perekaman Bukti Potong selanjutnya 

akan langsung nomor 035. 

Begitu pula saat pembuatan kode billing dan pelaporan SPT Masa 

PPh Pasal 23. Usahakan pembuatan kode billing dan pelaporan SPT 

Masa dilakukan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan, untuk 

menghindari website DJP Online error karena banyak yang mengakses 

dalam waktu bersamaan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Putera 

Menara Agung sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. 

Untuk perhitungan, tarif yang digunakan sudah sesuai dengan pasal 23 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk penyetoran PPh 

Pasal 23 juga telah dilakukan sebelum batas waktu penyetoran, dan 

pelaporannya sudah dilakukan secara online dengan menggunakan 

dokumen elektronik yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot. Hal ini sesuai 

dengan PER – 04/PJ/2017 dan KEP – 368/PJ/2020. 

2. Implementasi e-Bupot pada PT. Putera Menara Agung sudah dilakukan 

secara menyeluruh dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, 

yakni dimulai dari perekaman Bukti Potong, pembuatan Kode Billing 

Elektronik (e-Billing), pembuatan SPT Induk dan penyampaian SPT 

Masa-nya sudah dilakukan seluruhnya melalui e-Bupot. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Hendaknya Adm. Akuntansi dapat lebih teliti dan hati-hati dalam 

pembuatan bukti pemotongan, kode billing maupun saat penyampaian SPT 

Masa PPh Pasal 23, sehingga tidak perlu melakukan pembetulan SPT 

Masa PPh Pasal 23 nantinya. 

2. Sebaiknya Adm. Akuntansi dapat merekam bukti pemotongan, membuat 

kode billing elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 lebih 

awal untuk menghindari website DJP Online dan aplikasi e-Bupot error. 

3. Usahakan untuk peneliti selanjutnya bisa selalu mengikuti dan update 

mengenai informasi dan regulasi perpajakan terbaru baik dari berita 

maupun sosial media sehingga referensi data penelitian lebih andal. 
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